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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

1. Dalam perhitungan dengan metode persentil 85 didapatkan kecepatan 

eksisting sebelum adanya simulasi penerapan perangkat manajemen 

kecepatan pada ruas jalan Rinjani arah Selatan ke Utara kecepatan 

tertinggi sebesar 62 km/jam untuk sepeda motor(MC) dan kendaraan 

ringan(LV) memiliki kecepatan 63 km/jam. Sedangkan dari arah Utara 

ke Selatan kecepatan tertinggi sebesar 52 km/jam untuk sepeda motor 

dan kendaraan ringan(LV) memiliki kecepatan 57 km/jam. 

2. Berdasarkan PM No. 111 Tahun 2015 tentang Penetapan Batas 

Kecepatan Jalan Rinjani yang merupakan jalan kolektor primer yang 

tidak terdapat jalur cepat dan jalur lambat yang dipisahkan oleh 

median dan tata guna lahan berupa kawasan perumahan padat maka 

batas kecepatan maksimal yang sesuai untuk Jalan Rinjani yaitu 40 

km/jam. Berdasarkan kecepatan P-85 Seluruh Kendaraan di jalan 

Rinjani maka kecepatan kendaraan telah melebihi batas kecepatan 

yang telah ditentukan. 

3. Dari hasil analisis, pada penerapan perangkat manajemen kecepatan 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu simulasi 1 Rambu Batas 

Kecepatan dan Ban Karet menurunkan kecepatan kendaraan sebesar 

17 km/jam, simulasi 2 rambu batas kecepatan dan rumblestrip 

menurunkan kecepatan P-85 kendaraan sebesar 12 km/jam, simulasi 3 

rambu batas kecepatan, ban karet, dan rumble strip menurunkan 

kecepatan P-85 kendaraan sebesar 22 km/jam. 

4. Dalam penelitian ini model simulasi penerapan perangkat manajemen 

kecepatan yang paling efektif yaitu pada simulasi 3 rambu batas 

kecepatan, ban karet dan rumble strip. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kecepatan eksisting sepeda motor di jalan Rinjani arah Selatan ke 

Utara 70 km/jam, kendaraan ringan 76 km/jam mengalami penurunan 

kecepatan 22 km/jam. . Dengan hal ini perangkat batas kecepatan 
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simulasi 3 lebih efektif untuk dipasang pada jalan Rinjani dibandingkan 

dengan perangkat pembatas simulasi 1 dan 2. 

V.2 Saran 

1. Perlu adanya pemasangan perangkat manajemen kecepatan di Jalan 

Rinjani, Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan perhatian pengemudi 

dan dapat menurunkan kecepatan kendaraan bermotor. 

2. Perlu adanya sosialisasi tentang perangkat manajemen kecepatan dan 

resiko berkendara dengan kecepatan tinggi, serta penegakan hukum 

agar pengemudi mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan 

khususnya warga sekitar Jalan Rinjani. 

3. Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian mengenai pola 

perilaku berlalu lintas saat pemasangan manajemen kecepatan agar 

dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

kendaraan oleh pengemudi dan tingkat kenyamanan pengguna jalan 

saat melintasi penerapan manajemen kecepatan berbahan ban karet 

yang berada pada ruas Jalan Rinjani Kabupaten Cilacap. 
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